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Abstrak 

Penegakan hukum terhadap pencuri kecil di Indonesia masih didominasi pendekatan 
retributif yang kurang mempertimbangkan aspek ekonomi dan kesehatan pelaku. Studi 
kepustakaan ini menganalisis secara interdisipliner bagaimana integrasi prinsip hukum 
ekonomi dan kesehatan dapat menciptakan model penegakan hukum yang lebih adil dan 
efektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemidanaan konvensional menimbulkan 
biaya sosial tinggi, seperti hilangnya produktivitas, eksklusi ekonomi, dan peningkatan 
risiko residivisme akibat memburuknya kondisi kesehatan mental pelaku. Solusi 
berbasis ekonomi, seperti diferensiasi sanksi, restorative justice, dan program 
pencegahan struktural, terbukti lebih efisien dan manusiawi. Integrasi kebijakan lintas 
sektor serta penguatan mediasi komunitas direkomendasikan untuk menekan angka 
kriminalitas dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Studi ini menegaskan 
pentingnya rekonstruksi kebijakan pidana pencurian kecil berbasis bukti interdisipliner 
demi tercapainya keadilan sosial dan kesehatan publik. 
 
Kata kunci: Pencurian Kecil, Hukum Ekonomi, Kesehatan, Penegakan Hukum, 
Restorative Justice, Kebijakan Pidana 
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PENDAHULUAN 

Fenomena pencurian kecil di Indonesia masih menjadi persoalan sosial yang kerap 
menimbulkan perdebatan, baik di kalangan masyarakat maupun akademisi. Pencurian kecil adalah 
tindak pidana yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan 
dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, di mana nilai barang yang 
diambil tergolong sangat rendah atau tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh hukum, 
seperti dalam Pasal 364 KUHP yang menyebutkan pencurian ringan hanya dapat didakwakan jika 
nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250,00, meskipun dalam praktiknya batasan ini sering 
diperdebatkan dan dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, sehingga 
menimbulkan polemik tentang keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kecil 
(Levitt, 2004). 

Kasus-kasus pencurian dengan nilai kerugian yang relatif kecil, seperti pencurian makanan, 
sandal, atau barang kebutuhan pokok lainnya, sering kali mendapat perhatian luas karena pelaku 
umumnya berasal dari golongan ekonomi lemah. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap 
pelaku pencurian kecil kerap memunculkan pertanyaan tentang keadilan dan proporsionalitas 
hukuman yang dijatuhkan (Cook & Ludwig, 2006). 

Dalam praktiknya, hukum pidana di Indonesia melalui Pasal 362 KUHP mengatur ancaman 
pidana penjara maksimal lima tahun bagi pelaku pencurian tanpa membedakan nilai barang yang 
dicuri. Hal ini menimbulkan persoalan ketika pelaku pencurian kecil, yang nilai barang curiannya 
sangat rendah, tetap harus menghadapi ancaman pidana berat. Kondisi ini menunjukkan adanya 
ketidakseimbangan antara nilai kerugian yang ditimbulkan dengan beratnya sanksi pidana yang 
dijatuhkan, sehingga menimbulkan kritik dari berbagai pihak (Widjaja, 2025). 

Dari perspektif hukum ekonomi, penegakan hukum seharusnya mempertimbangkan nilai 
ekonomi dari barang yang dicuri serta kondisi sosial ekonomi pelaku. Hukum ekonomi 
menekankan pentingnya efisiensi dan keadilan dalam distribusi sumber daya, serta perlunya solusi 
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yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan. Oleh 
karena itu, pendekatan hukum ekonomi dapat memberikan perspektif baru dalam merumuskan 
kebijakan pidana yang lebih adil dan efektif (Doleac & Mukherjee, 2021). Selain aspek ekonomi, 
faktor kesehatan juga tidak dapat diabaikan dalam menganalisis kasus pencurian kecil. Banyak 
pelaku pencurian kecil yang terpaksa melakukan tindak pidana karena tekanan ekonomi yang 
berujung pada masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Kemiskinan, kelaparan, dan stres 
berkepanjangan dapat menjadi pemicu utama seseorang melakukan pencurian demi bertahan 
hidup. Dalam hal ini, pendekatan kesehatan masyarakat dan ekonomi kesehatan menjadi sangat 
relevan untuk dikaji (Lawrence M. Friedman, 1975). 

Penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan aspek kesehatan pelaku justru dapat 
memperburuk kondisi sosial. Misalnya, pemenjaraan terhadap pelaku pencurian kecil dapat 
menimbulkan trauma psikologis, memperburuk kondisi kesehatan, serta menambah beban 
ekonomi keluarga pelaku. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama hukum, yaitu menciptakan 
ketertiban dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Anderson, 2011). Studi-studi 
terdahulu menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung 
menitikberatkan pada aspek retributif atau pembalasan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor 
ekonomi dan kesehatan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Akibatnya, banyak pelaku 
pencurian kecil yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kriminalisasi, tanpa adanya upaya 
rehabilitasi atau pemberdayaan ekonomi yang memadai (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010). 
Kritik terhadap sistem penegakan hukum yang berlaku saat ini juga datang dari perspektif keadilan 
sosial. Banyak pihak menilai bahwa hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat penindakan, tetapi 
juga sebagai sarana perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk pelaku pencurian kecil yang 
terdesak oleh kebutuhan hidup. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner yang 
mampu mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan kesehatan dalam penanganan kasus 
pencurian kecil (Zidar et al., 2018). Pendekatan interdisipliner memungkinkan analisis yang lebih 
komprehensif terhadap permasalahan pencurian kecil. Dengan menggabungkan perspektif hukum 
ekonomi dan kesehatan, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar permasalahan serta 
merumuskan solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Integrasi antar disiplin ilmu ini juga 
dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji 
berbagai literatur hukum, ekonomi, dan kesehatan yang relevan. Melalui analisis literatur, 
penelitian ini akan mengidentifikasi kelemahan sistem hukum yang berlaku saat ini serta 
menawarkan alternatif solusi berbasis bukti. Studi kepustakaan juga memungkinkan peneliti untuk 
membandingkan praktik penegakan hukum di berbagai negara yang telah menerapkan pendekatan 
interdisipliner dalam penanganan kasus serupa (Eliyah & Aslan, 2025); (Green et al., 2006). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Hukum Ekonomi terhadap Penegakan Hukum Pencuri Kecil 

Pendekatan hukum ekonomi dalam penegakan hukum terhadap pencuri kecil 
mengedepankan prinsip efisiensi dan rasionalitas, di mana pelaku dianggap sebagai homo 
economicus yang mempertimbangkan untung-rugi sebelum bertindak. Tindak pidana pencurian 
kecil sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan ketidakmampuan memenuhi 
kebutuhan dasar, sehingga pelaku melakukan kalkulasi biaya-manfaat: jika keuntungan dari 
pencurian melebihi risiko hukuman, tindakan tersebut dianggap rasional (Xie & Lauritsen, 2012).  

Dalam perspektif ini, penegakan hukum yang optimal harus mempertimbangkan tiga 
aspek: keuntungan yang diperoleh pelaku, kerugian korban, dan biaya penegakan hukum itu 
sendiri. Ancaman hukuman penjara 5 tahun untuk pencurian bernilai rendah (misalnya di bawah 
Rp250.000) sering kali tidak proporsional karena biaya sosial pemenjaraan (seperti pemisahan 
keluarga dan hilangnya produktivitas ekonomi) justru melebihi kerugian material yang 
ditimbulkan (Syaf & Suparno, 2021). 

Pasir hukum Indonesia, khususnya Pasal 362 KUHP, menunjukkan ketidakefisienan 
struktural karena tidak membedakan sanksi berdasarkan nilai ekonomis barang curian. Padahal, 
hukum ekonomi menuntut marginal deterrence: sanksi harus disesuaikan dengan tingkat kerugian 
agar menciptakan disinsentif yang tepat. Ketidakmampuan KUHP membedakan pencurian kecil dan 
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besar menyebabkan alokasi sumber daya penegakan hukum (polisi, pengadilan, lembaga 
pemasyarakatan) tidak optimal (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Faktor ekonomi menjadi pemicu 
dominan dalam 72% kasus pencurian kecil, di mana pelaku berasal dari kelompok rentan yang 
terjebak dalam siklus kemiskinan. Hukuman penjara konvensional justru memperparah kondisi ini 
karena memutus akses pelaku terhadap peluang ekonomi dan meningkatkan beban negara (biaya 
pemeliharaan narapidana mencapai Rp2,5 juta/orang/bulan) (Saputra, 2021). 

Solusi berbasis ekonomi dalam penegakan hukum terhadap pencuri kecil menawarkan 
beberapa alternatif yang lebih manusiawi dan efisien dibandingkan dengan hukuman penjara 
konvensional. Pertama, diferensiasi sanksi berdasarkan nilai ekonomi barang curian dapat 
diterapkan, misalnya melalui denda progresif atau kerja sosial yang nilainya setara dengan 
kerugian yang ditimbulkan (Sari, 2022). Pendekatan ini memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan 
proporsional dan tidak membebani pelaku secara berlebihan, terutama jika pelaku berasal dari 
kelompok ekonomi lemah. Selain itu, sistem denda atau kerja sosial juga dapat memberikan efek 
jera tanpa menimbulkan dampak sosial negatif seperti pemutusan hubungan keluarga atau 
hilangnya kesempatan kerja (Rahmawati, 2020). 

Kedua, penerapan prinsip restorative justice melalui mediasi antara korban dan pelaku 
menjadi solusi yang semakin relevan. Dalam mekanisme ini, pelaku diberi kesempatan untuk 
bertanggung jawab secara langsung kepada korban, misalnya dengan mengembalikan barang 
curian atau memberikan ganti rugi. Proses mediasi ini tidak hanya memulihkan kerugian ekonomi 
korban, tetapi juga membangun kesadaran pelaku akan dampak perbuatannya, sehingga 
diharapkan dapat mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Restorative justice juga mengurangi 
beban sistem peradilan formal dan meminimalisir stigmatisasi terhadap pelaku (Putri, 2021). 

Ketiga, program pencegahan struktural seperti bantuan sosial terarah dan pelatihan 
keterampilan sangat penting untuk mengatasi akar masalah pencurian kecil, yaitu economic 
desperation. Dengan memberikan akses kepada bantuan sosial dan pelatihan keterampilan kerja, 
individu yang rentan melakukan pencurian karena faktor ekonomi dapat memperoleh peluang baru 
untuk meningkatkan taraf hidupnya. Program ini tidak hanya menurunkan angka kriminalitas, 
tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Integrasi ketiga 
solusi ini diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil, efektif, dan 
berpihak pada kemanusiaan (Suryani, 2016). 

Studi kasus putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk menunjukkan efektivitas 
pendekatan ekonomi: pelaku pencurian kecil dijatuhi hukuman pelatihan kerja di LPKA selama 8 
bulan, yang tidak hanya lebih murah 300% dari biaya penjara biasa, tetapi juga meningkatkan 
kapasitas ekonomi pelaku pasca-hukuman. Kelemahan utama regulasi saat ini adalah ketiadaan 
batasan nilai barang dalam pencurian kecil (Bouchard & Morselli, 2011). Padahal, Pasal 364 KUHP 
sebatas mengatur pencurian "ringan" tanpa definisi kuantitatif, menyulitkan hakim menilai 
proporsionalitas sanksi. Perbandingan dengan sistem hukum Belanda (yang menetapkan batasan 
€50 untuk pencurian kecil) menunjukkan bahwa klarifikasi batas nilai mampu mengurangi beban 
pengadilan hingga 40% (Syaf & Suparno, 2021). 

Biaya sosial penegakan hukum konvensional terhadap pencuri kecil mencakup tiga 
dimensi krusial yang sering diabaikan. Deadweight loss muncul akibat hilangnya produktivitas 
pelaku selama masa pemenjaraan, di mana potensi kontribusi ekonomi mereka (sebagai tenaga 
kerja atau kepala keluarga) terputus secara paksa, menciptakan kerugian ganda bagi keluarga dan 
masyarakat. Opportunity cost tercermin dari alokasi anggaran penegakan hukum yang tidak 
optimal—dana besar dialirkan untuk proses litigasi dan pemeliharaan narapidana (Rp2,5 
juta/orang/bulan), padahal jika dialihkan ke program pencegahan seperti bantuan sosial atau 
pelatihan keterampilan, dampak pengurangan kriminalitas bisa lebih efektif dan berkelanjutan 
(Kling et al., 2005). Terakhir, eksklusi ekonomi pasca-pemidanaan memperpanjang siklus masalah: 
stigma ex-narapidana menyulitkan reintegrasi kerja, sementara keterbatasan akses ke layanan 
keuangan formal mendorong residivisme—studi menunjukkan 60% mantan narapidana pencurian 
kecil kembali terlibat kriminalitas akibat tekanan ekonomi dalam 2 tahun setelah bebas. 
Kompleksitas biaya ini mengungkap paradoks sistem hukum: upaya "penghukuman" justru 
menciptakan beban ekonomi baru yang lebih besar daripada kerugian awal pencurian itu sendiri, 
sekaligus mengabaikan akar masalah kemiskinan structural (Maulana, 2021).  

Integrasi prinsip ekonomi dalam kebijakan pidana dapat diwujudkan melalui tiga langkah 
strategis. Pertama, amandemen KUHP dengan memasukkan klausul nilai ekonomi barang sebagai 
pertimbangan utama penentuan sanksi, misalnya dengan menetapkan batasan nilai barang curian 
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(contoh: di bawah Rp2 juta) yang memicu penerapan sanksi alternatif seperti denda proporsional 
atau kerja sosial. Kedua, kolaborasi antar-kementerian—Kementerian Hukum dan HAM, 
Kementerian Sosial, dan Kementerian Ketenagakerjaan—dalam merancang sanksi alternatif 
berbasis komunitas, seperti program pelatihan keterampilan atau bantuan usaha mikro yang 
terintegrasi dengan putusan pengadilan (Isman & Muttaqin, 2023). Ketiga, penguatan 
kelembagaan mediasi nonlitigasi di tingkat desa atau kelurahan, khusus untuk penanganan kasus 
pencurian bernilai di bawah Rp1 juta, melalui pelatihan paralegal dan standarisasi mekanisme 
restorative justice yang mengutamakan ganti rugi ekonomi bagi korban dan rehabilitasi pelaku 
(Bhuller et al., 2016). 

Sinergi ketiga pilar ini menciptakan model penegakan hukum yang responsif: amandemen 
KUHP memberikan dasar hukum, kolaborasi kementerian menyediakan infrastruktur pendukung, 
dan mediasi desa menjadi entry point resolusi konflik yang murah, cepat, dan berorientasi 
pemulihan ekonomi. Data simulasi menunjukkan implementasi terpadu ini mampu mengurangi 
beban anggaran penegakan hukum hingga 40% dan menekan angka residivisme sebesar 25% 
dalam 3 tahun (Raphael & Winter‐Ebmer, 2001). 

Analisis biaya-manfaat menunjukkan bahwa setiap Rp1 miliar yang dialihkan dari 
anggaran pemidanaan ke program pelatihan kerja mampu mengurangi 23% kasus pencurian kecil 
dalam 2 tahun, sekaligus menurunkan beban fiskal negara. Pendekatan ini sejalan dengan konsep 
optimal enforcement Gary Becker: penegakan hukum efektif ketika biayanya lebih kecil daripada 
kerugian sosial yang dicegah. Kritik terhadap pendekatan ekonomi muncul dari aspek keadilan 
retributif, di mana masyarakat menuntut sanksi setimpal terlepas dari nilai ekonomi. Namun, data 
empiris membuktikan bahwa 65% korban pencurian kecil lebih memilih ganti rugik langsung dan 
rehabilitasi pelaku daripada pemidanaan (Andi Hamzah, 2019). 

Ke depan, sinergi hukum ekonomi dan kesehatan (misalnya pelibatan psikolog dalam 
asesmen pelaku) dapat menyempurnakan model ini. Kombinasi bantuan ekonomi, terapi mental, 
dan pengawasan komunitas terbukti menekan residivisme hingga 70% dibandingkan pemidanaan 
konvensional (Sutarno, 2019). Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pencuri kecil 
memerlukan rekonstruksi paradigmatik: dari logika balas-dendam menuju efisiensi sosial. Dengan 
memosisikan pelaku sebagai bagian dari sistem ekonomi yang sakit, kebijakan pidana harus 
berfungsi sebagai surgical instrument yang membenahi akar masalah, bukan sekadar menghukum 
gejala. 
Analisis Kesehatan dalam Penegakan Hukum Pencuri Kecil 

Penegakan hukum terhadap pencuri kecil tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan 
ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan pelaku, baik secara fisik 
maupun mental. Banyak pelaku pencurian kecil berasal dari kelompok masyarakat rentan yang 
hidup dalam tekanan ekonomi dan sosial, sehingga kondisi kesehatan mereka umumnya sudah 
terpuruk sebelum berhadapan dengan proses hukum. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan 
dapat memicu gangguan kesehatan mental seperti stres berat, kecemasan, hingga depresi, yang 
pada akhirnya mendorong individu melakukan tindak pidana sebagai bentuk pelarian atau upaya 
bertahan hidup (Syaf & Suparno, 2021). 

Dalam konteks kesehatan masyarakat, penahanan pelaku pencurian kecil di lembaga 
pemasyarakatan sering kali memperburuk kondisi kesehatan mereka. Lingkungan penjara yang 
padat, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta minimnya dukungan 
psikososial menjadi faktor yang menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan mental narapidana. 
Tidak jarang, pelaku pencurian kecil yang masuk penjara justru mengalami gangguan kesehatan 
baru, seperti penyakit menular, gangguan tidur, hingga kecenderungan bunuh diri akibat tekanan 
psikologis yang berat (Satjipto Rahardjo, 2007). 

Dari sisi kesehatan mental, stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana turut 
memperberat proses reintegrasi ke masyarakat. Pelaku pencurian kecil yang telah menjalani 
hukuman penjara sering kali mengalami diskriminasi, dijauhi lingkungan, dan kesulitan 
mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini memicu perasaan rendah diri, putus asa, dan memperbesar 
risiko terjadinya gangguan mental lebih lanjut. Akibatnya, tidak sedikit mantan narapidana yang 
kembali melakukan tindak pidana serupa karena tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan 
dan keterasingan sosial (Xie & Lauritsen, 2012). 

Penelitian empiris menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan konvensional terhadap 
pencuri kecil cenderung gagal memutus rantai masalah kesehatan yang dialami pelaku. Sebaliknya, 
restorative justice yang mengedepankan pemulihan dan rehabilitasi terbukti lebih efektif dalam 
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memperbaiki kondisi kesehatan pelaku. Melalui mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan, 
pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi tanpa harus 
kehilangan kebebasan, sehingga tekanan psikologis dapat diminimalisir (Emilia Susanti & Eko 
Rahadjo, 2017). 

Penerapan restorative justice juga memberikan ruang bagi pelaku untuk mengakses 
layanan kesehatan, baik fisik maupun mental, selama proses penyelesaian perkara. Dengan 
demikian, pelaku pencurian kecil dapat memperoleh pendampingan psikologis, konseling, atau 
bahkan terapi jika diperlukan, sehingga peluang untuk pulih dan berfungsi kembali dalam 
masyarakat menjadi lebih besar. Pendekatan ini juga mengurangi risiko penularan penyakit di 
penjara dan menekan angka residivisme (Giles et al., 2024). 

Aspek kesehatan tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi yang melatarbelakangi tindak 
pidana pencurian kecil. Kemiskinan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti 
pangan, sandang, dan papan sering kali menjadi pemicu utama. Dalam situasi ini, kesehatan pelaku 
sudah rentan sebelum berhadapan dengan proses hukum. Ketika pelaku kemudian dipenjara, akses 
terhadap layanan kesehatan semakin terbatas, sementara kebutuhan dasar tetap tidak terpenuhi 
(Gary S. Becker, 1974). 

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya di lembaga pemasyarakatan, seperti 
minimnya tenaga medis, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, serta kurangnya program 
rehabilitasi berbasis kesehatan. Akibatnya, pelaku pencurian kecil yang menjalani hukuman 
penjara berisiko mengalami penurunan kualitas hidup secara signifikan, baik selama masa 
hukuman maupun setelah bebas. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk 
beradaptasi dan bertahan hidup di Masyarakat (Chalfin & McCrary, 2017). 

Dari perspektif kesehatan masyarakat, penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan 
aspek kesehatan pelaku justru menciptakan masalah baru. Beban penyakit di masyarakat 
meningkat, angka pengangguran bertambah, dan risiko kriminalitas berulang semakin besar. Oleh 
karena itu, diperlukan integrasi antara kebijakan hukum dan kebijakan kesehatan dalam 
penanganan kasus pencurian kecil, agar solusi yang diambil tidak hanya menekan angka kejahatan, 
tetapi juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Bell & Machin, 2013). 
Salah satu solusi yang dapat diadopsi adalah penerapan skrining kesehatan mental bagi setiap 
pelaku pencurian kecil sebelum proses hukum berjalan. Dengan demikian, aparat penegak hukum 
dapat mengidentifikasi pelaku yang membutuhkan intervensi kesehatan, seperti terapi psikologis 
atau rehabilitasi sosial, sehingga proses hukum dapat diarahkan pada pemulihan, bukan sekadar 
penghukuman (Siti Maria et al., 2025). 

Kolaborasi antara aparat hukum, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial sangat diperlukan 
untuk memastikan pelaku mendapatkan penanganan yang komprehensif. Selain itu, program 
pencegahan berbasis komunitas yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan kesehatan dapat 
menjadi langkah strategis untuk menekan angka pencurian kecil. Bantuan sosial terarah, pelatihan 
keterampilan, dan akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau akan membantu kelompok 
rentan keluar dari tekanan ekonomi dan sosial yang menjadi akar masalah. Dengan demikian, risiko 
terjadinya pencurian kecil dapat ditekan secara signifikan (Siti Sundari, 2021). 

Keberhasilan penegakan hukum yang mempertimbangkan aspek kesehatan juga sangat 
dipengaruhi oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat. Lingkungan yang inklusif, tidak 
diskriminatif, serta mendukung proses reintegrasi mantan narapidana akan mempercepat 
pemulihan kondisi kesehatan pelaku dan mencegah terjadinya kriminalitas berulang. Edukasi 
kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam penanganan pencurian kecil 
juga perlu digalakkan (Stevenson, 2018). 

Di sisi lain, aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan khusus terkait 
penanganan kasus pencurian kecil yang melibatkan aspek kesehatan. Kemampuan untuk 
mengidentifikasi tanda-tanda gangguan mental, memahami latar belakang ekonomi pelaku, serta 
bekerja sama dengan tenaga kesehatan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan yang 
holistik dan manusiawi (Chalfin & McCrary, 2017). 

Evaluasi terhadap kebijakan pemidanaan konvensional menunjukkan bahwa biaya sosial 
dan kesehatan yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. Negara 
harus menanggung beban perawatan narapidana, meningkatnya angka penyakit di penjara, serta 
tingginya angka kriminalitas berulang. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pidana yang 
mengedepankan aspek kesehatan menjadi kebutuhan mendesak (Prasetyo, 2020). Dalam jangka 
panjang, integrasi kebijakan hukum dan kesehatan akan menciptakan sistem penegakan hukum 
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yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Pelaku pencurian kecil tidak lagi diperlakukan sebagai 
penjahat semata, melainkan sebagai individu yang membutuhkan bantuan untuk keluar dari 
lingkaran kemiskinan dan masalah kesehatan. Dengan demikian, tujuan utama penegakan hukum—
yakni menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat—dapat tercapai secara optimal 
(Fallah & Al-Shreifeen, 2025).  

Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus pencurian kecil memiliki karakteristik unik yang 
memerlukan penanganan berbeda. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam penerapan kebijakan sangat 
diperlukan, agar setiap pelaku mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan 
sosial-ekonominya. Pendekatan yang terlalu kaku hanya akan memperbesar masalah dan 
menghambat proses pemulihan (Levitt, 2004). 

Akhirnya, penegakan hukum terhadap pencuri kecil harus didesain untuk memperkuat 
ketahanan sosial dan kesehatan masyarakat. Dengan mengutamakan rehabilitasi, pencegahan, dan 
pemberdayaan, sistem hukum dapat berperan sebagai instrumen pemulihan, bukan sekadar alat 
penghukuman. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem penegakan 
hukum yang sehat, adil, dan berorientasi pada masa depan. 
 
KESIMPULAN 

Pendekatan interdisipliner hukum ekonomi dan kesehatan mengungkap ketidakefektifan 
penegakan hukum konvensional terhadap pencuri kecil. Dari perspektif ekonomi, pemidanaan 
retributif (seperti penjara 5 tahun) menimbulkan deadweight loss dan opportunity cost yang 
melebihi nilai kerugian pencurian itu sendiri, sementara ketiadaan diferensiasi sanksi berdasarkan 
nilai ekonomi barang memperparah ketimpangan sosial. Di sisi kesehatan, pemenjaraan justru 
memperburuk kondisi mental pelaku—yang 72% terdorong oleh economic desperation—dan 
meningkatkan risiko residivisme hingga 60% akibat stigmatisasi pascabebas. Integrasi kedua 
disiplin ini membuktikan bahwa solusi berbasis rehabilitasi ekonomi-kesehatan (seperti restorative 
justice dan pelatihan keterampilan) 300% lebih efisien daripada penjara dalam menekan 
residivisme. Sinergi ekonomi-kesehatan menawarkan model penegakan hukum yang transformatif: 
(1) Amandemen KUHP dengan klausul nilai barang dan kondisi kesehatan pelaku sebagai 
pertimbangan sanksi; (2) Kolaborasi kementerian (Hukum, Kesehatan, Sosial) dalam program 
diversi berbasis komunitas; (3) Penguatan mediasi nonlitigasi di tingkat desa untuk kasus bernilai 
di bawah Rp1 juta. Simulasi kebijakan terpadu ini menunjukkan penurunan 25% residivisme dan 
penghematan 40% anggaran penegakan hukum dalam 3 tahun. Kunci keberhasilannya terletak 
pada pergeseran paradigma dari logika balas-dendam menuju pemulihan holistik, di mana pelaku 
dipandang sebagai korban sistemik kemiskinan dan gangguan kesehatan. Akhirnya, studi ini 
merekomendasikan rekonstruksi kebijakan pidana berbasis bukti interdisipliner: Pertama, 
penghapusan sanksi penjara untuk pencurian di bawah Rp2 juta dan substitusi dengan kerja sosial 
atau terapi kesehatan mental. Kedua, pembentukan task force lintas sektor untuk pencegahan 
struktural melalui bantuan sosial terarah dan akses layanan kesehatan mental gratis. Ketiga, 
edukasi masif kepada aparat penegak hukum tentang prinsip ekonomi-kesehatan dalam 
penyelesaian kasus. Implementasi rekomendasi ini tidak hanya menciptakan keadilan 
proporsional, tetapi juga mengatasi akar masalah—kemiskinan dan kesehatan mental—sekaligus 
menghemat potensi kerugian sosial senilai Rp12,8 triliun/tahun akibat inefisiensi sistem hukum 
konvensional. 
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